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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah memaparkan segala aspek yang berkaitan dengan penelitian 

tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Persenan Tanah Persenan 

oleh Polisi Hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten 

Lamongan, dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil 

analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Kesimpulan yang sekaligus 

sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tentang pelaksanaan penarikan persenan tanah persilan oleh polisi hutan di 

Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Bahwa 

penarikan persenan tersebut adalah termasuk akad muza>ra’ah dimana petani 

sebagai penggarap, polisi hutan sebagai pengawas lahan garapan, dan tanah 

perhutani sebagai lahan garapan yang kemudian disebut dengan tanah 

persilan. 

2. Tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan persenan tanah persilan 

oleh polisi hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten 

Lamongan. Hukum Islam memandangnya sebagai akad yang sah hukumnya, 

hal dikarenakn meskipun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 36 dijelaskan 
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bahwa kewenangan polisi hutan adalah untuk mengadakan pengawasan atau 

patroli serta pencatatan hasil hutan akan tetapi polisi hutan memiliki 

kewenangan khusus yang diberikan pemerintah hutan untuk mengadakan 

penggarapan ladang di kawasan tertentu dari tanah milik perhutani. Jadi, 

polisi hutan dianggap memenuhi syarat pelaku muza>ra’ah. Adapun besar 

persenan yang diberikan penggarap tanah persilan kepada polisi hutan juga 

terbilang sah karena meskipun penentuannya dilakukan pada saat penggarap 

panen akan tetapi penarikan tersebut tidak bersifat memaksa dan didasarkan 

asas musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Jadi,  dikarenakan akad 

muza>ra’ahnya sah maka penarikan persenan atas tanah persilan yang 

dilakukan polisi hutan juga terbilang tidak sah. 

 

B. Saran  

1. Kepada petani pengguna tanah persilan di Desa Tenggiring Sambeng 

Lamongan, hendaknya lebih memahami tentang penarikan persenan panen 

yang dilakukan oleh polisi hutan, tentang bagaimana penerapan 

muza>ra’ah yang dibenarkan dalam Islam.  

2. Kepada polisi hutan, selaku pejabat pemerintah yang bertugas dalam 

ruang lingkup kehutanan hendaknya menggunakan kewenangan dan tugas 

yang ia miliki sebaik-baik mungkin sesuai apa yang telah diatur 

pemerintah dalam undang-undang. 


